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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1  Akuntabilitas 

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi (selanjutnya disingkat PERMENPANRB) Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2013, Akuntabilitas adalah kewajiban untuk 

menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan 

kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi 

kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan 

atau pertanggungjawaban.  

Secara harfiah akuntabilitas adalah pertanggungjawaban. Menurut Tuner 

dan Hulme dalam Hilmi (2012), menyatakan bahwa : 

Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan 

pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja finansial 

pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk 

menciptakan pemerintahan yang baik, maka pengelolaan pemerintah 

dalam hal ini adalah pemerintah daerah yang harus berakuntabilitas 

dan ini tidak lepas dari anggaran pemerintah, sistem pengendalian dan 

sistem pelaporan yang baik. 

Berdasarkan pernyataan diatas akuntabilitas adalah kewajiban suatu entitas 

untuk menyajikan informasi, melaporkan, dan mengungkapkan pengelolaan 

sumber daya yang digunakan serta mengungkapkan capaian kinerja  atas sumber 

daya yang telah digunakan tersebut sebagai wujud pertanggungjawaban. 

2.1.2 Kinerja Instansi Pemerintah 

Menurut Tim AKIP BPKP dalam Wahid (2016), menyatakan bahwa : 

Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada 

pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi 

dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi serta mengetahui 

dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang dimiliki. 
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Selanjutnya, berdasarkan Permenpanrb Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun  2013: 

Kinerja Instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, 

misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan 

program dan kebijakan yang ditetapkan. 

Menurut Simanjutak dalam Widodo (2015:131) kinerja merupakan 

tingkatan pecapaian hasil atas tugas tertentu yang dilaksanakan. Simanjutak 

juga mengartikan kinerja individu sebagai tingkat pencapaian atau hasil 

kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus 

dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. 

Berdasarkan pernyataan diatas kinerja merupakan suatu hasil yang telah dicapai 

oleh organisasi berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya serta 

berkaitan dengan anggaran yang digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban. 

2.1.3  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 disebutkan bahwa 

“Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah merupakan perwujudan kewajiban suatu 

instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang 

telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik”. 

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-

individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya 

publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang 

menyangkut tanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrument 

untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan 

publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Dalam Inpres 

Nomor 7 tahun 1999 dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi 

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui 

pertanggungjawaban secara periodik.Sumber daya dalam hal ini merupakan 
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sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam 

rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya. 

Wujud dari sumber daya tersebut pada umumnya berupa sumber daya manusia, 

dana, sarana prasarana, dan metode kerja. Sedangkan pengertian sumber daya 

dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, 

peralatan, uang, dan kekuasaan hukum dan politik.  

Dengan demikian AKIP ialah kemampuan pemerintah mengungkapkan 

informasi atas hasil yang diperoleh oleh instansi pemerintah berkaitan dengan 

anggaran yang digunakan  dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya  baik 

berupa keberhasilan maupun kegagalan sebagai bentuk pertanggungjawaban 

terhadap publik yang disampaikan secara periodik serta sebagai bahan evaluasi 

untuk meningkatkan kinerja organisasi diwaktu mendatang.  

Dari sudut pandang fungsional, menurut Ellwood dalam Mardiasmo 

(2009) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas publik yang 

harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu sebagai berikut : 

a. Akuntabilitas kebijakan (Policy Accountability) 

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban 

pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang 

diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. 

b. Akuntabilitas program (Program Accoountability) 

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang 

dietapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan 

alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya 

yang minimal. 

c. Akuntabilitas proses (Process Accountability) 

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan 

dalam melaksankan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan 

sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur 

administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian 

pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. 

d. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (Accountability for 

probity and legality) 
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Akuntabilitas kejujuran (accountability for probity) terkait dengan 

penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan 

akuntabilitas hukum (legal accountability) terkait dengan jaminan 

adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan 

dalam penggunaan sumber dana publik. 

Berdasarkan teori variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di atas yang 

telah di jelaskan maka dapat di sintesakan sebagi berikut : 

Tabel 2.1 

Sintesis Akuntabilitas Kinerja (Y) 

Definisi Dimensi Indikator 

Akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah 

merupakan perwujudan 

kewajiban suatu instansi 

pemerintah untuk 

mempertanggung-

jawabkan keberhasilan 

atau kegagalan 

pelaksanaan misi 

organisasi dalam  

mencapai sasaran dan 

tujuan yang telah 

ditetapkan melalui sistem 

pertanggungjawaban 

secara periodik. (Peraturan  

Presiden No 29 Tahun 

2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah) 

Akuntabilitas Kebijakan 1. Keterkaitan erat 

pencapaian kinerja 

2. Kegiatan telah di 

akomodir 

Akuntabilitas Program 1. Visi misi program 

sesuai 

2. Sudah di tetapkan 

kinerja setiap program 

Akuntabilitas Proses 1. Analisis keuangan 

setiap kegiatan 

2. Tingkat keberhasilan 

kegiatan 

Akuntabilitas Kejujuran 

dan Hukum 

1. Merencanakan program 

sesuai dengan waktu 

2. Membuat laporan  

program 
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2.1.4 Ketaatan pada Peraturan Perundangan 

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk 

oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan yang 

mengikat.Tujuan undang-undang dan peraturan negara adalah untuk mengatur dan 

menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan undang-undang 

atau peraturan, kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih tertib 

(Soleman:2007). Ketaatan pada peraturan perundangan adalah kepatuhan 

seseorang dalam menaati peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga negara atau 

pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat agar dapat mengatur 

dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Secara logis, penyusunan teori akuntansi merupakan proses berurutan yang 

dimulai dengan pengembangan tujuan laporan keuangan dan diakhiri dengan 

penurunan kerangka kerja konseptual atau konstitusi untuk digunakan sebagai 

petunjuk teknik akuntansi. Menurut Setyawan (2017), mengemukakan bahwa 

“Ketaatan pada peraturan perundangan adalah kepatuhan seseorang dalam 

menaati peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang 

berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat agar dapat mengatur dan 

menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara”.  

Solihin dalam Aini, Nur DP dan Jilita (2014) mengemukakan bahwa 

“Untuk pelaksanaan penerapan akuntabilitas sendiri haruslah didukung oleh 

peraturan perundangan yang memadai dan ketaatan pelaksanaan kelembagaan 

seperti penerapan reward system dan punishment secara konsisten dan 

memperbaiki format laporan akuntabilitas. Ini menunjukkan bahwa ketaatan 

terhadap peraturan perundangan pun akanmempengaruhi akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah”. Ketaatan pada peraturan perundangan pun menjadi 

pertimbangan atas keberhasilan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

Akuntabilitas tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya transparasi dan aturan 

hukum yang jelas, sehingga pengembangan akuntabilitas dibutuhkan suatu 

mekanisme dan peraturan yang jelas (Saputra, 2010). 

Berdasarkan teori variabel Ketaatan pada Peraturan Perundangan di atas yang 

telah di jelaskan maka dapat di sintesakan sebagi berikut : 
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Tabel 2.2 

Sintesis Ketaatan pada Peraturan Perundangan (X1) 

Definisi Dimensi Indikator 

Ketaatan pada peraturan 

perundangan adalah 

kepatuhan seseorang 

dalam menaati peraturan 

yang telah dibentuk oleh 

lembaga negara atau 

pejabat yang berwenang 

dan mempunyai kekuatan 

mengikat agar dapat 

mengatur dan 

menertibkan setiap 

kehidupan berbangsa dan 

bernegara. (Setyawan, 

2017) 

Kepatuhan  1.Taat pada peraturan 

yang berlaku 

2. Sanksi dan Hukum 

Pengawasan  1. Pelaporan dan kinerja 

2. Prosedur 

2.1.5 Pengendalian Akuntansi 

Menurut Mardiasmo (2009) pengendalian akuntansi merupakan suatu sistem 

pengendalian formal, berbasis akuntansi yang digunakan oleh organisasi untuk 

melakukan aktivitas yang bertujuan untuk mengelola sumber daya yang 

ekonomis, efisien, dan efektif. Sedangkan menurut Paramitha (2016) 

pengendalian akuntansi merupakan proses untuk mempengaruhi orang lain dalam 

sebuah perusahan agar secara efektif dan efisien mencapai tujuan perusahan 

melalui strategi tertentu, dan menurut krismaji (2010) pengendalian akuntansi 

(accounting controls) adalah pengendalian yang bertujuan membantu menjaga 

aktiva dan menjamin akurasi dan daya andal catatan keuangan. 434 Berdasarkan 

penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu pengendalian akuntansi 

merupakan suatu perencanaan, prosedur, dan sistem pelaporan yang bersangkutan 

dengan penjagaan harta atau aset organisasi. 
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2.1.5.1 Manfaat Pengendalian Akuntansi  

Menurut Carter (2009) manfaat dari pengendalian akuntansi yang 

didalamnya adalah mengenai pengendalian biaya adalah tanggung jawab atas 

pengendalian biaya. Pengendalian biaya sebaiknya diberikan kepada individu – 

individu tertentu yang juga bertanggung jawab untuk menanggarkan biaya yang 

berada dibawah kendali mereka. 

2.1.5.2  Hubungan Pengendalian Akuntansi dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi           

Pemerintah Pengendalian diperlukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya 

penyimpangan oleh orang orang tertentu. Pengendalian akuntansi adalah proses 

yang di buat untuk memberikan keyakinan yang andal mengenai pencapaian 

tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keterandalan laporan keuangan, 

efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya 

peraturan perundangundangan (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Adanya 

pengendalian akuntansi maka instansi pemerintah dapat mengontrol dan 

mengevaluasi seluruh aktivitas dan tanggung jawab yang dilakukan. Pengendalian 

akuntansi dapat menilai apakah kegiatan yang dilaksanakan pemerintah tersebut 

telah ekonomis, efisien, dan efektivitas pelayanan dari instansi pemerintah daerah 

kepada masyarakat, ini merupakan salah satu indi kator kinerja pemerintah 

daerah. Tercapainya indikator tersebut merupakan suatu prestasi yang dapat 

meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang 

bersangkutan. Maka semakin tinggi pengendalian akuntansi yang diterapkan maka 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah semakin meningkat (Apriadi, 

2011). 

Berdasarkan teori variabel Pengendalian Akuntansi di atas yang telah di jelaskan 

maka dapat di sintesakan sebagi berikut : 

Tabel 2.3 

Sintesis Pengendalian Akuntansi (X2) 

Definisi Dimensi Indikator 

Pengendalian Akuntansi 

merupakan bagian dari 

sistem pengendalian 

internal meliputi struktur  

Kebijakan 1. Transaksi harus sesuai 

2. Dokumen mudah di 

pahami 

Peraturan 1. Struktur organisasi  
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Definisi Dimensi Indikator 

organisasi, metode, dan 

ukuran-ukuran yang 

dikoordinasikan terutama 

untuk menjaga kekayaan 

organisasi serta 

mengecek ketelitian dan 

keandalan data akuntansi 

(Bastian,2009)  

 menjelaskan mekanisme 

2. Tugas pelaksanaan 

sangat jelas 

Aktiva dan catatan 1. Aktiva dan dokumen 

dapat di akses oleh pihak 

manajemen 

2. Pemisahan pencatatan 

Keandalan 1. Pemisahan tiap tugas 

2. Dokumen yang relevan 

2.1.6 Kejelasan Sasaran Anggaran 

Mardiasmo (2009) menyatakan “anggaran merupakan pernyataan 

mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang 

dinyatakan dalam ukuran finansial.” 

 Abdul Halim (2007:164) mengartikan “Anggaran merupakan sebuah 

rencana yang disusun dalam bentuk kuantitatif dalam satuan moneter untuk satu 

periode dan periode anggaran biasanya dalam jangka waktu setahun” 

Berdasaikan uraian pendapat para ahli  tersebut peneliti menyimpulkan 

bahwa anggaran merupakan ukuran secara kuantitas uang yang ditetapkan dengan 

tujuan dan dalam jangka waktu tertentu.  

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa 

dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing satuan 

kerja perangkat daerah (SKPD) harus betul-betul dapat menyajikan informasi 

yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran dengan 

manfaat dan hasil yang ingin dicapai suatu kegiatan yang dianggarkan. Hal ini 

berarti bahwa sasaran anggaran menjadi salah satu informasi penting yang wajib 

disajikan dengan jelas. Menurut Kenis (1979) dalam , kejelasan sasaran anggaran 

merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik 

dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang 

bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.  
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Fungsi anggaran menurut mardiasmo (2004) dalam anggarini dan puranto 

(2005) adalah :  

a. Anggaran sebagai alat perencanaan   

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai 

tujuan organisasi. Anggaran sector public dibuat untuk merencanakan 

tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang 

dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah 

tersebut. 

b. Anggaran sebagai alat pengendali   

Sebagai alat pengendali, anggaran memberikan rencana detail atas 

pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang 

dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.   

c.  Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal  

Anggaran sebagai alat kebijakan fiscal pemerintah digunakan untuk 

menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.  

d. Anggaran sebagai alat politik  

Anggaran sebagai alat politik digunakan untuk memutuskan prioritas-

prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut  

e. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi  

Setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam proses penyusunan 

anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar 

bagianndalam pemerintah. Anggaran public yang disusun dengan baik  

akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensisuatu unit kerja dalam 

pencapaiantujuan organisasi.  

f.  Anggaran sebagai alat penilaian kinerja  

Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) 

kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai 

berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan 

anggaran. 
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g. Anggaran sebagai alat motivasi  

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan 

staffnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dlam 

mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan  

h. Anggaran sebagai alat menciptakan ruang publik  

Anggaran public tidak boleh diabaikan oleh cabinet, birokrat, dan 

DPR/DPRD. Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan berbagai 

organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran 

publik.    

Berdasarkan teori variabel Kejelasan Sasaran Anggaran di atas yang telah di 

jelaskan maka dapat di sintesakan sebagi berikut : 

Tabel 2.4 

Sintesis Kejelasan Sasaran Anggaran (X3) 

Definisi Dimensi Indikator 

Kejelasan sasaran 

anggaran merupakan 

Seberapa jauh tujuan 

anggaran yang telah 

ditetapkan secara spesifik 

dan jelas sehingga 

anggaran tersebut mudah 

dimengerti oleh 

penanggung jawab atas 

pencapaian anggaran 

(mawardi dkk, 2016) 

Spesifik  1. Sasaran jelas  

2. Satuan Kerja tepat  

Terukur  1. Kinerja jelas 

2. Mengetahui capaian  

Berorientasi  1. Sasaran di prioritaskan 

2. Tingkat program 

Pelaksanaan dan Evaluasi 1. Evaluasi kinerja 

2. Tujuan efektif 

2.1.7 Sistem Pelaporan 

Mulyadi (2016:4) mengemukakan bahwa “Sistem adalah suatu jaringan 

prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan 

pokok”.  Hansen dan Mowen, 2005 dalam Zakiyudin dan Suyanto 2015 

mengemukakan bahwa “Sistem Pelaporan yaitu sistem yang mengukur setiap 

pusat pertanggungjawaban dan membandingkan hasil-hasil tersebut dengan hasil 

yang diharapkan atau dianggarkan.”  
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 Agar dapat memantau dan mengontrol kinerja instansi dalam 

mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan sistem 

pelaporan yang baik. Menurut Zakiyudin & Suyanto (2015), menyatakan bahwa : 

Sistem pelaporan digunakan untuk memantau hasil kerja yang 

menunjukkan hasil kerja pusat pertanggungjawaban beserta anggarannya, 

dimana pelaporan yang baik yakni yang dibuat secara jujur, obyektif, 

transparan, relevan, tepat waktu dan konsisten memiliki andil besar dalam 

meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah serta 

sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan. 

Berdasarkan PP 71 tahun 2010  tentang Standar Akuntansi Pemerintah 

dalam kerangka konseptual, Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk 

melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam 

pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode, 

pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, 

keseimbangan antargenerasi dan evaluasi kinerja. 

Berdasarkan teori variabel Sistem Pelaporan di atas yang telah di jelaskan maka 

dapat di sintesakan sebagi berikut : 

Tabel 2.5 

Sintesis Sistem Pelaporan (X4) 

Definisi Dimensi Indikator 

Sistem pelaporan 

merupakan suatu sistem 

yang dapat memantau 

dan me-ngendalikan 

kinerja dalam 

mengiplementaskan 

anggaran yang telah 

ditetapkan dan 

menggambarkan sistem 

pertanggung-jawaban 

dari bawahan (pimpinan 

unit anggaran) kepada  

Kepatuhan  1. Laporan sesuai peraturan 

2. Kebijakan akuntansi 

Efisien  1. Tepat waktu 

2. Informasi di pahami 

Efektifitas  1. Dapat di bandingkan 

2. Laporan di terbitkan 

Kelengkapan  1. Laporan keuangan lengkap 

2. Keuangan terkonsolidasi  
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Definisi Dimensi Indikator 

atasan (kepala bagian 

anggaran), yang mana 

sistem pelaporan 

digunakan untuk 

memantau hasil kerja 

  

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya berkaitan dengan Pengaruh 

Ketaatan Pada Peraturan Perundangan, Pengendalian, Kejelasan Sasaran 

Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota 

Palembang yang diuraikan dalam tabel 2.6 tentang Hasil Penelitian Terdahulu. 

Tabel 2.6 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No Judul Nama dan Tahun  

Peneliti 

Perbedaan Persamaan Hasil 

Pengaruh 

1. Pengaruh Kejelasan 

Sasaran Anggaran, 

Pengendalian Akuntansi, 

Sistem Pelaporan dan 

Penerapan Akuntabilitas 

Keuangan terhadap 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi 

Pemerintah(Studi 

Empiris pada SKPD 

Provinsi Sumatera Barat) 

Reyhan Hady Fauzan 

2017 

Penelitian ini 

tidak 

mengangkat 

variabel 

Ketaatan pada 

Peraturan 

Perundangan  

Penelitian ini 

mengangkat 

variabel 

Kejelasan 

Sasaran 

Anggaran, 

Pengendalian 

Akuntansi 

Sistem 

Pelaporan dan 

Akuntabilitas 

Kinerja 

1. Kejelasan 

Sasaran 

Anggaran, 

Pengendalian 

Akuntansi dan 

Sistem 

Pelaporan 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

Akuntabilitas 

Kinerja 

Instansi 

Pemerintah 

2. Pengaruh Ketaatan 

Terhadap Peraturan  

Penelitian ini 

tidak  

Penelitian ini 

mengangkat  

1. Ketaatan 

pada  
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No Judul Nama dan Tahun  

Peneliti 

Perbedaan Persamaan Hasil 

Pengaruh 

 Perundangan, 

Pemanfaatan Teknologi 

Infromasi, Pengendalian 

Akuntansi dan 

Kompetensi Aparatur 

Pemerintah Daerah 

Terhadap Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah (AKIP) Studi 

Empiris pada SKPD 

Kabupaten Indragiri 

Hulu) Rizka Fahrul Razi  

Tahun 2017 

mengangkat 

variabel 

Kejelasan 

Sasaran 

Anggaran dan 

Sistem 

Pelaporan 

variabel 

Ketaatan pada 

Peraturan 

Perundangan, 

Pengendalian 

Akuntansi dan 

Akuntabilitas 

Kinerja 

peraturan, 

Pemanfaatan 

Teknologi 

Infromasi, 

Pengendalian 

Akuntansi, 

Kompetensi 

aparatur 

pemerintah 

berpengaruh 

terhadap 

akuntabilitas 

kinerja instansi 

pemerintah. 

3. Pengaruh Kompetensi 

Aparatur Pemerintah, 

Ketaatan pada Peraturan 

Perundangan dan 

Kejelasan Sasaran 

Anggaran terhadap 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

dengan Komitmen 

Organisasi dan Kinerja 

Manajerial sebagai 

Variabel Moderating 

Muhammad Hafiz 2017 

Penelitian ini 

tidak 

mengangkat 

variabel 

Pengendalian 

Akuntansi dan 

Sistem 

Pelaporan. 

Penelitian ini 

mengangkat 

variabel 

Sistem 

Pelaporan, 

Ketaatan pada 

Peraturan 

Perundangan 

Kejelasan 

Sasaran 

Anggaran dan 

Akuntabilitas 

Kinerja. 

1. Ketaatan 

pada Peraturan 

Perundangan 

dan Kejelasan 

Sasaran 

Anggaran 

berpengaruh 

terhadap 

Akuntabilitas 

Kinerja 

Instansi 

Pemerintah. 

4. Pengaruh Kejelasan 

Sasaran Anggaran, 

Pengendalian Akuntansi,  

Penelitian ini 

tidak 

mengangkat  

Penelitian ini 

mengangkat 

variabel  

Kejelasan 

Sasaran 

Anggaran,  
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No Judul Nama dan Tahun  

Peneliti 

Perbedaan Persamaan Hasil 

Pengaruh 

 dan Ketaatan pada 

Peraturan Perundangan 

terhadap Akuntabilitas 

Kinerja Manajerial 

sebagai Variabel 

Moderating Hari 

Setyawan 2017 

variabel 

Sistem 

Pelaporan 

Kejelasan 

Sasaran 

Anggaran, 

Pengendalian 

Akuntansi, 

dan Ketaatan 

pada 

Peraturan 

Perundangan 

dan 

Akuntabilitas 

Kinerja 

Pengendalian 

Akuntansi, dan 

Ketaatan pada 

Peraturan 

Perundangan 

terhadap 

Akuntabilitas 

Kinerja 

Instansi 

Pemerintah 

5. Pengaruh Kejelasan 

Sasaran Anggaran, 

Kompetensi Aparatur 

Pemerintah Daerah, 

Sistem Pelaporan dan 

Ketaatan pada Peraturan 

Perundangan terhadap 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

(Studi Empiris pada 

SKPD Kabupaten Agam) 

Imam Wahid 2016 

Penelitian ini 

tidak 

mengangkat 

variabel 

Pengendalian 

Akuntansi 

Penelitian ini 

mengangkat 

variabel 

Kejelasan 

Sasaran 

Anggaran, 

Sistem 

Pelaporan, 

Ketaatan pada 

Peraturan 

Perundangan 

dan 

Akuntabilitas 

Kinerja 

1. Kejelasan 

Sasaran 

Anggaran, 

Sistem 

Pelaporan, 

Ketaatan pada 

Peraturan 

Perundangan 

memiliki 

pengaruh 

terhadap 

Akuntabilitas 

Kinerja 

Instansi 

6. Kejelasan Sasaran 

Anggaran, Pengendalian 

Akuntansi, Sistem 

Pelaporan 

Penelitian ini 

tidak 

mengangkat 

variabel  

Penelitian ini 

mengangkat 

variabel 

Kejelasan  

1. Kejelasan 

Sasaran 

Anggaran  

berpengaruh  
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No Judul Nama dan Tahun  

Peneliti 

Perbedaan Persamaan Hasil 

Pengaruh 

 dan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah pada 

Inspektorat Jenderal 

Kementerian Agama RI 

M. Ali Zakiyudin, 

Suyanto Tahun 2015 

Ketaatan pada 

Perundangan 

Sasaran 

Anggaran, 

Pengendalian 

Akuntansi, 

Sistem 

Pelaporan dan 

Akuntabilitas 

Kinerja 

positif 

terhadap 

Akuntabilitas 

Kinerja. 

2.Pengendalian 

Akuntansi  

berpengaruh 

positif 

terhadap 

Akuntabilitas 

Kinerja. 

3. Sistem 

Pelaporan 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

Akuntabilitas 

Kinerja. 

7. Pengaruh Kejelasan 

Sasaran Anggaran, 

Pengendalian Akuntansi, 

dan Sistem Pelaporan 

Terhadap Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah Daerah Kota 

Jambi Netty Herawaty 

Tahun 2011 

Penelitian ini 

tidak 

mengangkat 

variabel 

Ketaatan pada 

Peraturan 

Perundangan 

Penelitian ini 

mengangkat 

variabel 

Kejelasan 

Sasaran 

Anggaran, 

Pengendalian 

Akuntansi dan 

Sistem 

Pelaporan 

dan  

Akuntabilitas  

1. Kejelasan 

sasaran 

anggaran, 

pengendalan 

akuntansi dan 

sistem 

pelaporan 

secara 

simultan 

berpengaruh 

positif 

terhadap  
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No Judul Nama dan Tahun  

Peneliti 

Perbedaan Persamaan Hasil 

Pengaruh 

   Kinerja kehandalan 

struktur 

pengendalian. 

2. Kejelasan 

Sasaran 

Anggaran dan 

Pengendalian 

Akuntansi 

secara parsial 

berpengaruh 

negatif dan 

sistem 

pelaporan 

secara parsial 

berpengaruh 

positif. 

Sumber : Diolah oleh Peneliti (2020) 

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian terdahulu seperti yang 

terlampir diatas dimana pada penelitian ini ketaatan pada peraturan perundangan, 

pengendalian akuntansi, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pelaporan sebagai 

variabel independen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

terletak pada objek penelitian yaitu OPD Kota Palembang. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemkiran teoritis dari penelitian ini dapat ditunjukkan oleh model 

gambar sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Diolah oleh Peneliti (2020) 

Gambar 4.1 

Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan gambar diatas, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian 

ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan 

untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu ketaatan pada 

peraturan perundangan, pengendalian akuntansi, kejelasan sasaran anggaran, dan 

sistem pelaporan secara parsial maupun simultan mempengaruhi Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang. 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban ataupun dugaan sementara terhadap suatu 

masalah yang dihadapi, yang masih akan diuji kebenarannya lebih lanjut melalui 

Ketaatan pada 

Peraturan 

Perundangan 

(X1) 

 

Pengendalian 

Akuntansi (X2) 

 

Kejelasan 

Sasaran 

Anggaran (X3) 

 

Sistem   

Pelaporan (X4) 

 

Akuntabilitas 

Kinerja OPD 

(Y) 
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analisa data yang relevan dengan masalah yang terjadi. Dalam penelitian ini, 

penulis mengemukakan hipotesis sebagai sebagai berikut :  

H1 : Diduga terdapat pengaruh Ketaatan Pada Peraturan Perundangan 

terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  

H2 : Diduga terdapat pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  

H3 : Diduga terdapat pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah 

H4 : Diduga terdapat pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah 

H5 : Diduga terdapat pengaruh Ketaatan Pada Peraturan Perundangan 

Pengendalian Akuntansi Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan 

terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 


